
 

 

KEPALA DESA  BABAKAN 

KECAMATAN LOSARI KABUPATEN BREBES 

PERATURAN DESA  BABAKAN 

NOMOR 03 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  BABAKAN 

TAHUN ANGGARAN   

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA BABAKAN 

 

Menimbang :  a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan 
rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; 

   b. bahwa sebagaimana pasal 50 ayat (4) Peraturan Bupati Brebes Nomor 
76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa perubahan 
APB Desa sebagaimana huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa 
mengenai Perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babakan tahun 2024; 

    
Mengingat :   1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembar 
Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 

    2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaraan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

    3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

    4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

    5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 6041); 
    6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

    7 Peraturan Pemeirntah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

    8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6883); 

    9 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016; 

   10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2094); 

   11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 89); 

   12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1037); 

   13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 611); 

   14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530); 

   15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan 
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang 
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha MIlik Desa 
Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 

   16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas 
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 868); 

   17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas 
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963); 

   18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indinesia nomor 145 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 1051); 

   19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 
2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan 
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052); 



   20 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2023 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 
Anggaran 2024; 

   21 Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

   22 Peraturan Bupati Brebes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata 
Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa; 

   23 Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes yang telah diubah 
terakhir kali dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Brebes; 

   24 Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

   25 Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana 
Desa Tahun Anggaran 2024; 

   26 Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Babakan Tahun 2020- 2026; 

   27 Peraturan Desa Babakan  Nomor 03 Tahun 2020 Susunan Organisasi dan 
Tata Kelola Pemerintah Desa; 

   28 Peraturan Desa Babakan Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Kewenangan 
Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

   29 Peraturan Desa Babakan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pendapatan 
Desa; 

   30 Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Babaakaan Tahun 2024; 

   31 Peraturan Desa Babakaan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. 

    
Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKAN 

Dan 

KEPALA DESA  BABAKAN 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA  BABAKAN TAHUN ANGGARAN. 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  BabakanTahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan 

rincian sebagai berikut:    

1. Pendapatan Desa   
 a. semula Rp 0,00 
 b. bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

 Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 0,00 
 

2. Belanja Desa   
 a. semula Rp 0,00 
 b. bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

 Jumlah belanja setelah perubahan Rp 0,00 
    
 Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp 0,00 



 

3. Pembiayaan Desa   
 3.1. Penerimaan Pembiayaan   
  a. Semula Rp 0,00 
  b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

  Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 0,00 
 3.2. Pengeluaran Pembiayaan   
  a. Semula Rp 0,00 
  b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

  Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 0,00 
     
 Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 ) Rp 0,00 
    

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00 
 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal 3 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa. 

Pasal 4 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran 

Desa Babakan 

       Ditetapkan di :  Babakan 

       Pada tanggal :   16 Oktober  2024 

       KEPALA DESA BABAKAN, 

 

       CAHYOTO IMANUDIN, SH 

Diundangkan di : Babakan 

Pada tanggal  :  17 Oktober 2024 

SEKRETARIS DESA BABAKAN 

 

 

WARSIDI 

LEMBARAN DESA  BABAKAN NOMOR 04 TAHUN 2024 


